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PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 17 TAHUN 2021 

TENTANG 

EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) 

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan, perlu menetapkan 

Peraturan Menteri Perdagangan tentang Eksportir dan 

Importir yang Bereputasi Baik; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang 

Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 
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4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang 

Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5512); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 

7. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 90); 

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 227/PMK.04/2014 

tentang Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized 

Economic Operator) (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 1922); 

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2015 

tentang Mitra Utama Kepabeanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1899) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 211/PMK.04/2016 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.04/2015 tentang Mitra Utama Kepabeanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

2095); 

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 

tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 

338); 

11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 1190); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG 

EKSPORTIR DAN IMPORTIR YANG BEREPUTASI BAIK. 

   

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun 

tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, 

baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, 

dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan, atau 

dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha. 

2. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan Barang dari 

daerah pabean. 

3. Impor adalah kegiatan memasukkan Barang ke dalam 

daerah pabean. 

4. Eksportir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan Ekspor. 

5. Eksportir Bereputasi Baik adalah Eksportir yang memiliki 

rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang Ekspor. 

6. Importir adalah orang perseorangan atau lembaga atau 

badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum 

maupun bukan badan hukum, yang melakukan Impor. 

7. Importir Bereputasi Baik adalah Importir yang memiliki 

rekam jejak kepatuhan yang baik dalam pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan di bidang Impor. 

8. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan 

kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan 

usaha dan/atau kegiatannya. 

9. Angka Pengenal Importir Produsen, yang selanjutnya 

disingkat API-P adalah tanda pengenal sebagai Importir 

produsen. 

10. Angka Pengenal Importir Umum, yang selanjutnya 

disingkat API-U adalah tanda pengenal sebagai Importir 

umum. 
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11. Sistem Indonesia National Single Window yang 

selanjutnya disingkat SINSW adalah sistem elektronik 

yang mengintegrasikan sistem dan/atau informasi 

berkaitan dengan proses penanganan dokumen 

kepabeanan, dokumen kekarantinaan, dokumen 

perizinan, dokumen kepelabuhanan/kebandarudaraan, 

dan dokumen lain, yang terkait dengan Ekspor dan/atau 

Impor, yang menjamin keamanan data dan informasi 

serta memadukan alur dan proses informasi antar sistem 

internal secara otomatis.  

12. Sistem INATRADE adalah sistem Pelayanan Terpadu 

Perdagangan pada Kementerian Perdagangan yang 

dilakukan secara online melalui portal 

http://inatrade.kemendag.go.id. 

13. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang perdagangan. 

14. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan 

Luar Negeri Kementerian Perdagangan. 

15. Tim Penilai adalah Tim yang dibentuk oleh Menteri untuk 

melakukan penilaian dalam rangka penetapan Eksportir 

Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik, serta 

evaluasi dan penilaian kepatuhan atas Eksportir 

Bereputasi Baik dan Importir Bereputasi Baik yang telah 

ditetapkan oleh Menteri. 

 

Pasal 2 

(1) Menteri menetapkan Eksportir Bereputasi Baik dan 

Importir Bereputasi Baik yang dapat diberikan 

kemudahan Perizinan Berusaha. 

(2) Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian 

dapat merekomendasikan Eksportir dan/atau Importir 

kepada Menteri melalui Direktur Jenderal untuk dapat 

ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi Baik dan/atau 

Importir Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1). 
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(3) Penetapan Eksportir Bereputasi Baik dan Importir 

Bereputasi Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri. 

  

Pasal 3 

(1) Untuk dapat ditetapkan sebagai Eksportir Bereputasi 

Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Eksportir 

harus memenuhi kriteria: 

a. telah memenuhi kewajiban laporan realisasi atas 

seluruh Persetujuan Ekspor yang telah dilakukan 

untuk masing-masing komoditi dalam 1 (satu) tahun 

terakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

b. mendapatkan status valid dalam konfirmasi status 

wajib pajak dari kementerian yang 

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

keuangan selama 2 (dua) tahun terakhir; 

c. pelaksanaan Ekspor Barang dalam 2 (dua) tahun 

terakhir sesuai dengan bidang usaha atau nature of 

business; 

d. tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa 

pencabutan perizinan terhadap pelanggaran 

peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan selama 2 

(dua) tahun terakhir; 

e. tidak sedang dikenai sanksi administratif berupa 

peringatan tertulis, penangguhan perizinan atau 

pembekuan perizinan terhadap pelanggaran 

peraturan di bidang Ekspor sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 

f. tidak pernah dikenai sanksi pidana di bidang 

perdagangan.  

(2) Eksportir yang telah memenuhi kriteria sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Eksportir 

Bereputasi Baik oleh Direktur Jenderal atas nama 

Menteri Perdagangan. 

(3) Dalam hal Eksportir: 
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